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tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 324) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324); 
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan 

Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 325) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 213); 
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 629); 

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);  

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

NOMOR HK.02.02.22.221.06.23.49 TAHUN 2023 
TENTANG  

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

1 Profil Badan 
Pengawas Obat 
dan Makanan 
(BPOM) 

Informasi mengenai visi dan 
misi, tugas dan fungsi, 
kewenangan, prinsip dasar, 
budaya organisasi, kerangka 
konsep dan lingkup wilayah 
Sistem Pengawasan Obat dan 
Makanan, moto pelayanan, 

kebijakan strategis, 

anggaran, target kinerja, 
struktur organisasi, alamat 
dan lingkup wilayah kerja 
BPOM  

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Biro Hukum dan 
Organisasi 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi 

Lima tahun 
sekali, 

(BPOM: 3 bulan 
setelah Rencana 
Pembangunan 

Jangka Menengah 
Nasional atau 

RPJMN 

ditetapkan. 
Unit Organisasi/ 
Satuan Kerja: 1 
bulan setelah 

Rencana Strategis 
BPOM 

ditetapkan), 
Jakarta 

√  Aktif 1 tahun 
setelah tidak 

berlaku, 
Inaktif 4 tahun 

(Permanen)  
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

2 Profil 
organisasi Unit 
Kerja Pusat 
dan Unit 
Pelaksana 

Teknis (UPT) 
BPOM  

Informasi mengenai visi dan 
misi, tugas dan fungsi, 
struktur organisasi, dan 
lingkup wilayah kerja Unit 
Kerja Pusat dan UPT di 

lingkungan BPOM 

Unit Kerja Pusat dan 
UPT di lingkungan 

BPOM  

Seluruh Kepala Unit 
Kerja Pusat dan UPT 
di lingkungan BPOM 

5 (lima) tahun 
sekali dan 

diperbarui setiap 
ada perubahan, 
sesuai wilayah 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT 

√  Aktif 1 tahun 
setelah tidak 

berlaku,  
Inaktif 4 tahun 

(Permanen)  

3 Profil Kepala 
BPOM dan 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi Madya 
(Eselon I) 
BPOM 

Informasi mengenai nama, 
jabatan, pendidikan terakhir, 
penghargaan (jika ada) 
pimpinan BPOM  

Biro Sumber Daya 
Manusia 

Kepala Biro Sumber 
Daya Manusia 

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 

Jakarta 

√  Aktif 1 tahun 
setelah 

berhenti/ 
pensiun, 

Inaktif 2 tahun 
(Permanen) 

4 Profil Kepala 
Unit Kerja 
Pusat dan UPT  

Informasi mengenai nama, 
jabatan, pendidikan terakhir, 
penghargaan (jika ada) 
Kepala Unit Kerja Pusat dan 
UPT di lingkungan BPOM 

Unit Kerja Pusat dan 
UPT di lingkungan 

BPOM  

Seluruh Kepala Unit 
Kerja Pusat dan UPT 
di lingkungan BPOM  

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 
sesuai wilayah 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT 

√  Aktif 1 tahun 
setelah 

berhenti/ 
pensiun, 

Inaktif 9 tahun 
(Musnah) 

5 Rencana 
Kinerja 
Tahunan (RKT) 

di lingkungan 
BPOM 

Informasi yang memuat 
sasaran strategis, indikator 
kinerja dan target BPOM, 

Unit Kerja Pusat dan UPT di 
lingkungan BPOM 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Unit Kerja 

Pusat dan UPT di 
lingkungan BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Unit Kerja Pusat 
dan UPT di 
lingkungan BPOM 

Setiap tahun,  
Jakarta dan 

sesuai wilayah 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT 

√  BPOM:  
Aktif 1 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT:  

Aktif 1 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Musnah) 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

6 Rencana Kerja 
BPOM 

Informasi yang memuat visi 
dan misi, kegiatan prioritas, 
sasaran strategis dan 
indikator kinerjanya serta 
program dan pendanaan 

pada level BPOM 

Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

Kepala Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√  Aktif 2 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 

7 Rencana 
Strategis di 
lingkungan 
BPOM 

Informasi yang memuat visi, 
misi, tujuan, sasaran 
strategis, kebijakan, strategi, 
program dan kegiatan 
pembangunan sesuai dengan 
tugas dan fungsi BPOM dan 
Unit Organisasi/Satuan 
Kerja di lingkungan BPOM 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Satuan 
Kerja di lingkungan 
BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM 

Lima tahun 
sekali, 

(BPOM: 3 bulan 
setelah Rencana 
Pembangunan 

Jangka Menengah 
Nasional atau 

RPJMN 
ditetapkan.  

Unit Organisasi/ 
Satuan Kerja: 1 
bulan setelah 

Rencana Strategis 
BPOM 

ditetapkan), 
Jakarta dan 

sesuai wilayah 

Satuan Kerja 

√ √ BPOM: 
Aktif 2 tahun 
setelah tidak 

berlaku, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
 

Satuan Kerja: 
Aktif 2 tahun 
setelah tidak 

berlaku, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 

8 Indikator 
Kinerja Utama 
(IKU) dan 
Manual IKU di 
lingkungan 
BPOM 

Informasi yang memuat 
rincian IKU dan manual IKU 
yang terdiri dari unit 
organisasi, level unit 
organisasi, perspektif, status 
indikator, sasaran strategis, 
dan definisi 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Unit Kerja 
Pusat dan UPT di 
lingkungan BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Unit Kerja Pusat 
dan UPT di 
lingkungan BPOM 

Lima tahun 
sekali, 

(BPOM: 3 bulan 
setelah RPJMN 

ditetapkan.  
Unit Organisasi/ 

√  BPOM: 
 Aktif 2 tahun 
setelah tidak 

berlaku, 
Inaktif 3 tahun. 

(Permanen) 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

Satuan Kerja: 1 
bulan setelah 

Rencana Strategis 
BPOM 

ditetapkan), 
Jakarta dan 

sesuai wilayah 
Satuan Kerja 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT: 

Aktif 2 tahun 
setelah tidak 

berlaku, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 

9 Perjanjian 
Kinerja di 
lingkungan 
BPOM  

Informasi yang memuat 
sasaran kegiatan, indikator 
kinerja, target, dan jumlah 
anggaran BPOM, Unit Kerja 
Pusat dan UPT di lingkungan 
BPOM 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Unit Kerja 
Pusat dan UPT di 
lingkungan BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Unit Kerja Pusat 
dan UPT di 
lingkungan BPOM 

Setiap tahun, 
Jakarta dan 

sesuai wilayah 
Unit Kerja Pusat 

dan UPT 

√ √ BPOM: 
Aktif 3 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Permanen) 
 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT: 

Aktif:3 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Musnah)  

10 Rencana Aksi 
Perjanjian 
Kinerja di 
lingkungan 
BPOM 

Informasi yang memuat 
sasaran strategis, indikator 
kinerja, target perbulan, dan 
jumlah anggaran BPOM, Unit 
Kerja Pusat dan UPT di 

lingkungan BPOM 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Unit Kerja 
Pusat dan UPT di 
lingkungan BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Unit Kerja Pusat 

dan UPT di 
lingkungan BPOM 

Setiap tahun, 
Jakarta dan 

sesuai wilayah 
Unit Kerja Pusat 

dan UPT 

√ √ BPOM: 
Aktif 3 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Permanen) 
 

Unit Kerja Pusat 
dan UPT: 

Aktif 3 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Musnah)  

11 Laporan 
Tahunan di 

Informasi terkait laporan 
seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BPOM, 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√ √ BPOM dan UPT: 
Aktif 2 tahun, 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

lingkungan 
BPOM 

Unit Kerja Pusat, dan UPT di 
lingkungan BPOM dalam 
kurun waktu satu tahun 

2. Seluruh Unit Kerja 
Pusat dan UPT di 
lingkungan BPOM 

2. Seluruh Kepala 
Unit Kerja Pusat 
dan UPT di 
lingkungan BPOM 

Inaktif 3 tahun 
(Permanen) 

 
Unit Kerja 

Pusat: 
Aktif 1 tahun 

Inaktif 1 tahun 
(Musnah) 

12 Laporan 
Kinerja di 
lingkungan 
BPOM 

Informasi terkait laporan 
capaian kinerja sekaligus 
evaluasi terhadap kinerja 
BPOM dan Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM dalam 
kurun waktu satu tahun 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Satuan 
Kerja di lingkungan 
BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√ √ BPOM dan 
Satuan Kerja 

UPT: 
Aktif 2 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
 

Satuan Kerja 
Pusat: 

Aktif 1 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Musnah) 

13 Laporan 
kinerja interim 
di lingkungan 

BPOM  

Informasi mengenai hasil 
monitoring dan capaian 
kinerja BPOM dan Satuan 

Kerja di lingkungan BPOM 
pada triwulan berjalan 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Satuan 

Kerja di lingkungan 
BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM 

Setiap triwulan, 
Jakarta dan 

sesuai wilayah 

Satuan Kerja 

√ √ BPOM dan 
Satuan Kerja 

UPT: 

Aktif 2 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 
 

Satuan Kerja 

Pusat: 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

Aktif 1 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Musnah) 

14 Buku kinerja 
BPOM dalam 
angka  

Laporan yang menyajikan 
informasi progres kinerja 
pengawasan Obat dan 
Makanan setiap triwulan 
pada tahun berjalan 

Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

Kepala Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan 

Setiap triwulan, 
Jakarta 

√ √ Aktif 2 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 

15 Data statistik 
keuangan 
BPOM 

Informasi mengenai data 
statistik keuangan berupa 
anggaran dan realisasi 
anggaran BPOMs 

Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

Kepala Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan 

Setiap triwulan, 
Jakarta  

√  Aktif 2 tahun 
setelah Undang-

Undang 
tentang Pertang
gungjawaban 

APBN disahkan 
dan tindak 
lanjut hasil 

pemeriksaan 
telah selesai, 

Inaktif 3 tahun 
(Musnah) 

16 Laporan 
Keuangan 

BPOM Audited 

Informasi mengenai Laporan 
Keuangan BPOM, Unit 

Organisasi/Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM yang 
terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Neraca, 
Laporan Operasional (LO), 
Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) dan Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) 

Biro Perencanaan dan 
Keuangan  

Kepala Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√ √ Aktif 2 tahun 
setelah Undang-

Undang 
tentang Pertang
gungjawaban 

APBN disahkan 
dan tindak 
lanjut hasil 

pemeriksaan 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

telah selesai, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 

17 Laporan 
Barang Milik 

Negara (BMN) 
BPOM Audited 

Informasi mengenai Laporan 
Barang Milik Negara (BMN) 

yang dimiliki BPOM berupa 
data aset tetap dan 
persediaan beserta transaksi 
keuangan dan nonkeuangan 
yang telah melalui proses 
pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
termasuk di dalamnya adalah 
Catatan atas Laporan BMN 
(CaLBMN) 

1. Biro Umum 
2. Seluruh Satuan 

Kerja di lingkungan 
BPOM 

1. Kepala Biro Umum 
2. Seluruh Kepala 

Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM 

Setiap tahun, 
Jakarta dan 

sesuai wilayah 
Satuan Kerja 

√ √ Aktif 2 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 

18 Laporan Harta 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara 
(LHKPN)  

Informasi mengenai 
ringkasan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara 
Negara/Wajib Lapor (PN/WL) 
BPOM sesuai ketentuan 

Inspektorat I dan II Inspektur I dan II Setiap tahun, 
Jakarta 

√  Aktif 2 tahun, 
Inaktif 2 tahun 

(Musnah) 

19 Daftar Isian 
Pelaksanaan 
Anggaran 

(DIPA) Induk 
BPOM 

Informasi yang berisi 
akumulasi dari DIPA Satuan 
Kerja di lingkungan BPOM 

yang disusun oleh Pengguna 
Anggaran  

Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

Kepala Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√ √ Aktif 1 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 

20 Daftar Isian 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(DIPA) Petikan 
Satuan Kerja 

Informasi mengenai DIPA 
Petikan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan Satuan Kerja di 
Lingkungan BPOM dan 
pencairan dana/pengesahan 

1. Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2. Seluruh Satuan 
Kerja di lingkungan 
BPOM 

1. Kepala Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2. Seluruh Kepala 
Satuan Kerja di 
lingkungan BPOM 

Setiap tahun 
sekali, Jakarta 

dan sesuai 
wilayah Satuan 

Kerja  

√ √ Aktif 1 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

di lingkungan 
BPOM 

bagi Bendahara Umum 
Negara/ 
Kuasa Bendahara Umum 
Negara yang merupakan 
kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari DIPA Induk 
BPOM 

21 Data statistik 
pegawai di 
lingkungan 
BPOM 

Informasi data statistik 
pegawai di Lingkungan 
BPOM diantaranya jumlah 
pegawai, profil gender, profil 
pendidikan, jenis jabatan, 
dan lain-lain 

Biro Sumber Daya 
Manusia 

Kepala Biro Sumber 
Daya Manusia 

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 

Jakarta 

√  Aktif 2 tahun 
setelah data 
diperbarui, 

Inaktif 3 tahun 
(Musnah) 

22 Laporan 
Reformasi 
Birokrasi 
BPOM 

Informasi mengenai hasil 
implementasi Reformasi 
Birokrasi di lingkungan 
BPOM  

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√ √ Aktif 2 tahun 
setelah evaluasi 

Reformasi 
Birokrasi,  

Inaktif 3 tahun 
(Musnah) 

23 Roadmap 
Reformasi 
Birokrasi 
BPOM 

Informasi mengenai Rencana 
Reformasi Birokrasi BPOM 
periode lima tahun 

1. Pusat 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Pengawasan Obat 
dan Makanan,  

2. Biro Hukum dan 
Organisasi 

1. Kepala Pusat 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia -

Pengawasan Obat 
dan Makanan  

2. Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi 

Lima tahun sekali 
dan diperbarui 

setiap ada 
perubahan, 

Jakarta 

√ √ Aktif 1 tahun 
setelah 

tidak berlaku, 
Inaktif: 3 Tahun 

(Permanen) 



 

 

 

 

 

 

- 12 - 
 

No. 
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Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

24 Laporan 
Evaluasi 
Kinerja Unit 
Penyelenggara 
Pelayanan 

Publik (UPP) di 
lingkungan 
BPOM 

Informasi yang memuat: 
1. Hasil penilaian 

penyelenggaraan 
pelayanan publik oleh 
setiap UPP, mencakup 

aspek-aspek dan 
indikator-indikator 
penilaian mengacu pada 
peraturan yang berlaku 

2. Catatan dan rekomendasi 
perbaikan pelayanan 
publik oleh UPP 

3. Berita Acara evaluasi 
yang ditandatangani oleh 
pembina UPP dan Tim 
Evaluator/Penilai UPP 

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi 

Setiap tahun, 
Jakarta 

√ √ Aktif 2 tahun, 
Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 

25 Peraturan 
Perundang-
undangan 
terkait 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Informasi mengenai 
peraturan perundang- 
undangan yang berupa 
Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan BPOM 
dan produk hukum lainnya 

bersifat pengaturan  

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Kepala Biro Hukum 
dan  

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 

Jakarta 

√ √ Peraturan 
Perundangan 

lainnya:  
Aktif 1 tahun 

setelah 
diundangkan, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
 

Peraturan 
BPOM:  

Aktif 1 tahun 

setelah tidak 
berlaku,  
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

Inaktif 3 tahun 
(Permanen) 

26 Rancangan 
peraturan 
perundang-

undangan/ 
regulasi terkait 
Obat dan 
Makanan 

Informasi terkait proses 
pembentukan peraturan 
perundang-undangan dalam 

lingkup Obat dan Makanan, 
berupa: 
1. Rancangan Undang-

Undang (RUU); 
2. Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP); 
3. Rancangan Peraturan 

Presiden (RPerpres); 
4. Rancangan Peraturan 

BPOM; dan 
5. Rancangan produk 

hukum lainnya yang 
bersifat pengaturan 
terkait Pengawasan Obat 
dan Makanan 

Biro Hukum dan 
Organisasi 

Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi 

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 

Jakarta 

√ √ Peraturan 
Perundangan 

lainnya:  

Aktif 1 tahun 
setelah 

diundangkan, 
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
 

Peraturan 
BPOM:  

Aktif 1 tahun 
setelah tidak 

berlaku,  
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
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No. 
Judul 

Informasi 
Publik 

Ringkasan Isi Informasi 

Unit Kerja Pusat/Unit 
Pelaksana Teknis yang 

Menyediakan 
Informasi 

Penanggung Jawab 
Pembuatan/ 

Penerbitan Informasi 

Waktu dan 
Tempat 

Pembuatan 
Informasi 

Bentuk Informasi yang 
Tersedia 

Jangka Waktu 
Penyimpanan 
atau Retensi 

Arsip Softcopy Hardcopy 

27 Produk hukum 
yang bersifat 
penetapan, 
kecuali bersifat 
rahasia 

Informasi produk hukum 
BPOM yang ditetapkan oleh 
Kepala BPOM maupun 
Pimpinan Tinggi Madya 
(Eselon I) BPOM di bidang 

Pengawasan Obat dan 
Makanan yang berupa 
Keputusan sebagai berikut: 
1. Keputusan Kepala BPOM; 
2. Keputusan Pejabat Tinggi; 

Madya (Eselon I) BPOM; 
dan 

3. Keputusan Pimpinan Unit 
Kerja 

1. Biro Hukum dan 
Organisasi 

2. Unit Kerja Pusat dan 
UPT 

Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi 

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 

Jakarta 

√ √ Kepala BPOM: 
Aktif 1 tahun 
setelah tidak 

berlaku,  
Inaktif 3 tahun 

(Permanen) 
 

Pejabat Tinggi; 
Madya dan 

Pimpinan Unit 
Kerja:  

Aktif 1 tahun 
setelah tidak 

berlaku, 
 Inaktif 3 tahun 

(Musnah) 

28 Memorandum 
of 
Understanding 
(MOU)/ 
Perjanjian 
Kerja Sama 

Informasi yang memuat: 
1. Daftar Instansi 

Pemerintah dan/atau 
Organisasi Non 
Pemerintah yang 
melakukan kerja sama 
dengan BPOM; dan 

2. Muatan kerja sama antar 
instansi pemerintah 
dan/atau organisasi 
nonpemerintah yang 
memuat pihak-pihak dan 

ruang lingkup kerja sama 

Biro Kerja Sama dan 
Hubungan Masyarakat 

Kepala Biro Kerja 
Sama dan Hubungan 

Masyarakat 

Diperbarui setiap 
ada perubahan, 

Jakarta 

√ √ Aktif 2 tahun 
setelah 

perjanjian 
pinjaman 
berakhir,  

Inaktif 5 tahun 
(Permanen) 






